Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Bupati adalah Bupati Demak.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
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sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban.

. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut

RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa
yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
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Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf
sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi
keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun
belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh
pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening
Kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari
APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan desa dengan belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan desa dengan belanja desa,;

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Kkegiatan untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen vyang digunakan/diterbitkan oleh
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bersama
dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
untuk pembayaran atas beban pengeluaran pada APBDesa.
Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan



Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah
Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk
mengadakan pengadaan barang/jasa.
BAB Il
ASAS DAN RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai
berikut:

a.

transparan, yang dimaksud dengan transparan adalah
prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas luasnya tentang keuangan desa.

. akuntabel, yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan
keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

. partisipatif, yang dimaksud dengan partisipatif adalah

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses perencanaan.

.tertib, yang dimaksud dengan tertib adalah bahwa

keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna
yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

. disiplin anggaran, yang dimaksud dengan disiplin anggaran

adalah bahwa setiap penyusunan anggaran baik anggaran
pendapatan dan anggaran belanja desa harus mengacu
pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a.

perencanaan;

b. pelaksanaan;

® Qoo

penatausahaan;

. pelaporan; dan

pertanggungjawaban.

BAB 1
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan kekayaan milik desa.



(2)

(1)
(2)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa,

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 6

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

a. Sekretaris Desa,;

b. Kepala Urusan; dan

c. Bendahara

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKD.

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa,;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa,;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai

dengan bidangnya.

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya



(1)

(2)

berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan
APBDesa;

b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir
bersama dengan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) setelah
ditetapkannya APBDesa,;

c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
APBDesa;

d. mengendalikan pelaksanaan Kkegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f meliputi rencana anggaran belanja (RAB) akhir dan

Surat Permintaan Pembayaran.

Format Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Dalam hal terdapat kekosongan dan/atau kekurangan
personil pada Urusan Keuangan, Bendahara Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh
Perangkat Desa yang mampu.

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun
belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesatu
Asas Umum APBDesa

Pasal 10
APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

pendapatan desa.

Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada RKPDesa dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
tata kelola pemerintahan desa yang baik.



(3)

(3)

APBDesa mempunyai fungsi:

. otorisasi;

. perencanaan;

pengawasan;

. alokasi;

distribusi; dan

. stabilisasi.

APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten ditetapkan.

I B o s B o S

Pasal 11

Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) huruf a berarti bahwa anggaran desa menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (3) huruf b berarti bahwa anggaran desa menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) huruf c berarti bahwa anggaran desa menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) huruf d berarti bahwa anggaran desa harus diarahkan
untuk  menciptakan lapangan kerja/ mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) huruf e berarti bahwa kebijakan anggaran desa
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) huruf f berarti bahwa anggaran Pemerintah Desa
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Pasal 12

Penerimaan Desa terdiri dari pendapatan desa dan
penerimaan pembiayaan desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

(1) Pengeluaran Desa terdiri dari:
a. belanja desa; dan
b. pengeluaran pembiayaan desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan perkiraan beban pengeluaran desa yang
dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan
umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14
Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus
didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan
dalam jumlah yang cukup.

Pasal 15

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang
dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan
Desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Struktur APBDesa

Pasal 16

(1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri atas:
a. Pendapatan Desa,;

a. Belanja Desa; dan
b. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis
pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis
belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.



(1)

(4)

(5)

(6)

Paragraf 1
Pendapatan Desa

Pasal 17

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:

b. Pendapatan Asli Desa;

c. transfer; dan

d. pendapatan lain-lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. hasil usaha desa,;

b. hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa dan
tanah kas desa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, dan jaringan irigasi.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ adalah membangun dengan
kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat
berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 18

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud

pada Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat;

b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan

c. lain-lain pendapatan Desa yang sah.



(1)

(2)

Pasal 19

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah
keuntungan berupa uang atas hasil kerjasama dengan
pihak ketiga.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, antara lain
bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Paragraf 2
Belanja Desa

Pasal 20

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan

dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;

2. operasional pemerintahan Desa,;

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan
Desa; dan

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil

pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 21

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa.

Pasal 22

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,;



b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;

c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa,;

d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. bidang belanja tak terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa
sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
jenis belanja:

a. pegawai,

b. barang dan jasa; dan

c. modal.

Pasal 23

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran
penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan
tetap dan tunjangan.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 24

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor dan
kendaraan dinas;
cetak/penggandaan;
sewa gedung;
sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
. makanan dan minuman;
pakaian dinas dan atributnya,;
perjalanan dinas;
. upah kerja;
honorarium narasumber/ahli;

— XTI oae o

m. operasional Pemerintah Desa;

. operasional BPD;
insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
. pemberian barang pada kelompok masyarakat.

T O 3



(3)

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan
kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun
Tetangga dan Rukun Warga.

Pemberian barang pada kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan yang
nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 26

Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa,
Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum
tersedia anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/atau mendesak.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial,
kerusakan sarana dan prasarana.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karena keadaan luar biasa/wabah.

Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang
penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pembiayaan Desa

Pasal 27

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan



(5)

b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, mencakup:

a. SiLPA tahun sebelumnya,;

b. pencairan Dana Cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara

lain:

a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap

belanja;

b. penghematan belanja; dan

c. sisa dana kegiatan lanjutan.

SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun anggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan

pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke

Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan

untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang

dipisahkan.

Pasal 28

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk

mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun

anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada



(1)
(2)

ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan
Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditetapkan secara khusus berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening sendiri.
Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun
akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Pasal 29

RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur
Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan
Desa.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun

oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari

Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu

indikatif Desa dan rencana Kkegiatan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan

Juli tahun berjalan.

RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat

akhir bulan September tahun berjalan.

RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDesa.

Pasal 30

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa.



(3)

(4)

(4)

(5)

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan
kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan
bersama, Camat memfasilitasi dalam penyelesaian
permasalahan dimaksud.

Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama,
Camat langsung mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa.

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN APBDESA

Pasal 31

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala

Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih

dahulu kepada Camat untuk dievaluasi.

Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beserta lampirannya disertai dengan:

a. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berjalan.

b. Keputusan BPD tentang kesepakatan atas Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa;

c. Risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan

d. Daftar hadir rapat.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan

Pemerintah Kabupaten, keserasian antara kepentingan

publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti

sejauh  mana APBDesa tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa lainnya yang

ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat

mengundang pejabat Pemerintah Desa yang terkait.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dituangkan dalam Surat Camat dan disampaikan kepada
Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi atas
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah sesuai
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan
Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
Dalam hal Camat menyatakan bahwa hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan vyang lebih tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa bersama BPD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa
dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa
tahun sebelumnya berdasarkan saran dan pertimbangan
Camat.

Pembatalan Peraturan Desa serta pernyataan berlakunya
pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) Kepala
Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut
Peraturan Desa dimaksud.

Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang
pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diundangkan dalam Berita Desa.

Pasal 33

Dalam hal hasil evaluasi melampaui batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5,) Kepala
Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa menjadi Peraturan Desa.



(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
a. ringkasan APBDesa,;
b. rincian APBDesa menurut kode rekening pendapatan,
belanja, dan pembiayaan desa,;
c. daftar Dana Cadangan Desa (apabila ada); dan
d. daftar penyertaan modal Desa (apabila ada).

Pasal 34

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (8) dilakukan Kepala Desa bersama
BPD.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pimpinan BPD.

(3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang
APBDesa.

(4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bersifat final.

(5) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan BPD
ditetapkan.

Pasal 35

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Desa yang tidak disepakati BPD sebagaimana dimaksud Pasal
30 ayat (7) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII
PERUBAHAN APBDESA

Pasal 37

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat
dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;

c. terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam
Pendapatan Desa pada tahun berjalan;

d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;



(2)
(3)

dan/atau
e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan
APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih
perhitungan anggaran (SIiLPA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan.
Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa mutatis mutandis
dengan tata cara pengajuan APBDesa.
Format Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Keadaan darurat dan/atau keadaan Iluar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e
paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan

APBDesa.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak
mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan



(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
APBDesa.

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada BPD.

BAB VI
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 40

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui
Rekening Kas Desa.

Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bendahara Desa membuka Rekening Kas
Desa pada bank milik Pemerintah.

Penunjukan bank milik pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
dan diberitahukan kepada BPD.

Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani
oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

Pasal 41

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan
Desa.

Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai paling
banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 42

Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum
ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 43

Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan
pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai
dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) diverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh
Kepala Desa.

Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab
terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan di Desa.

Format Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 44

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) TPK dan/atau pelaksana
kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Kepala Desa.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.

Pasal 45

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan

c. bukti transaksi;

Format Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Sekretaris Desa
selaku Koordinator PTPKD berkewajiban melakukan
verifikasi untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBDesa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.



(2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui surat
permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan
pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh
Bendahara Desa.

Pasal 47
Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan
pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 49

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau
Kabupaten kepada Desa peruntukannya berpedoman pada
ketentuan dari pemberi bantuan.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 50

(1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara
Desa.

(2) Bendahara Desa sebagai pefiata usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima,
menyimpan, menyetorkan / membayar, dan
mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja
desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

(3) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1
(satu) tahun anggaran.

(4) Pengangkatan Bendahara desa ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

(5) Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendahara
Desa.

(6) Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.

Pasal 51

(1) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan



(4)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
menggunakan:

a. Buku Kas Umum Desa,;

b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. Buku Bank Desa.

Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada
Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan
bukti yang lengkap dan sah.

Format Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 52

Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:

a. Laporan Semester Pertama; dan

b. Laporan Semester Akhir Tahun.

Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan.

Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 53

Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban



Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilampiri:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten
yang masuk ke desa.

Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 54

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

(1)

Pasal 55

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah papan pengumuman desa dan/atau media informasi
lainnya.

Pasal 56

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1),
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.



Pasal 58

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan.

Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa;

b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan
keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa; dan

d. memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi
keuangan desa.

Pasal 60

(1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59, dilakukan dengan membentuk Tim
Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan
yang dibentuk oleh Camat.

(2) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan asistensi tiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Tugas dan susunan keanggotaan Tim Asistensi Pengelolaan
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor
32); dan

b. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 1) sepanjang
mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 62

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 49

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA, BUKU
KAS PEMBANTU KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB BELANJA, BUKU KAS UMUM, BUKU KAS PEMBANTU PAJAK,
BUKU BANK DESA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER
PERTAMA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER AKHIR

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ... KECAMATAN ...,

TAHUN ANGGARAN ................
1. Bidang
2. Kegiatan
3. Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH
SATUAN (Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.)
................. ,tanggal ......................
Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

3. kolom 1 diisi dengan nomor urut.

4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar
orang/barang.

7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



B.FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN.............

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o))

KEPALA DESA ...... (Nama Desa),

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati

Demak Nomor ... Tahun ...... tentang ........c.......... , Kepala Desa
menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ........ ;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)

. Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor



Menetapkan

22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun
........ tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten ..................
Tahun ............ Nomor ..... )

Dst..

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...........
dan
KEPALA DESA ......coceenenne.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA ................ TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

A WNPEF

gl

Kabupaten ......

. Daerah adalah Kabupaten .......

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten .......

. Bupati adalah Bupati ........

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten ........:

6. Desa adalah Desa ............ccccveiennnene. ;
7. Dan seterusnnya.........ccoceeeieieieienenns
BAB Il
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Desa
Rp.oiiiiiias
b. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa RP -
b. Bidang Pembangunan RP -
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP -
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RP -
e. Bidang Tak Terduga R o T
Jumlah Belanja RD. i,
Surplus/Defisit | o J
c. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. oo
b. Pengeluaran Pembiayaan RP. teeieeiiiiiaieeen
Selisih Pembiayaan (a-Db) RP i

Pasal 2



Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di ........ (Nama Desa)
pada tanggal .....................

KEPALA DESA ................. ,

Diundangkan di ............... (Nama Desa)
pada tanggal ...,
SEKRETARIS DESA........c........ ,



Lampiran Peraturan Desa

Nomor

Tahun

Tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE URAIAN ANGGARAN | KETERANG
REKENIN (Rp.) AN
G
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1)1 Pendapatan Asli Desa
1111 Hasil Usaha
1112 Hasil Aset
1113 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1/1|4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1|2 Pendapatan Transfer
112]1 Dana Desa
12|22 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah
kabupaten
1123 Alokasi Dana Desa
1(2/4 Bantuan Keuangan
1|2/ 41 | Bantuan Provinsi
1| 2| 4|2 | Bantuan Kabupaten
1|3 Pendapatan Lain lain
131 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3

yang tidak mengikat

1|3|2 Hasil kerjasama dengan pihak ketiga

133 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2|1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

2111 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

21|11 | Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

2112 Operasional Perkantoran

2| 1| 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribut




- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik, dan Telepon

- Honor

-dst...i

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

N

=

Operasional BPD

N

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

-dst ...........

N

=

Operasional RT/ RW

N

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

=

Perbaikan Saluran Irigasi

=

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

-dst....cooi .

Belanja Modal

- Semen

- Material

-dst............

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

-dst............

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst .o

Kegiatan........................ ..

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan




—dsto

2|3|2 Kegiatan.........................
214 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2141 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat
2141 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan
-dst.
2142 Kegiatan.............................
2|5 Bidang Tak Terduga
2|51 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2|51 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor tim
- Konsumsi
- Obat-obatan
-dst..
2|52 Kegiatan...........................
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3|1 Penerimaan Pembiayaan
3111 SILPA
3|12 Pencairan Dana Cadangan
3|13 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH (RP)
3|2 Pengeluaran Pembiayaan
3121 Pembentukan Dana Cadangan
3|22 Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALADESA ...




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN ................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ...
Sekretariat : Jl. Raya...............

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .............c....

KECAMATAN .....coveenenen. KABUPATEN DEMAK
NOMOR : ....... /KEP/BPD/200...
TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA ..................
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................. ,

a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
20...., maka BPD Desa .............. Kecamatan ................
Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap
Rancangan Peraturan Desa .... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... ;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,



Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun
........ tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten ..................
Tahun ............ Nomor ..... )

7. Dst

1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur
lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian

Rancangan Peraturan Desa .................. tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..................
tahun Anggaran 20....., yang diteruskan dengan

penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari
berbagai unsur masyarakat pada tanggal .....................

2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan
terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ...ccoceiennnn. Tahun Anggaran 20...... pada

MEMUTUSKAN:

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa ....................
Kecamatan ................ Kabupaten Demak tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Tahun Anggaran
20.... menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara
rapat BPD tanggal ................. 20... dengan perubahan atau
penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ......................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KETUA



Lampiran | : Keputusan BPD.............
Nomor e
Tanggal e

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA

................. KECAMATAN ................... KABUPATEN DEMAK TENTANG APBDes
TAHUN ANGGARAN 20...... MENJADI PERATURAN DESA.

L e
2
.
A
5. Dst

BADAN PERMUSYAWARATAN



Lampiran li : Keputusan BPD.............
Nomor .
Tanggal e

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....c.ccoiieinnns
KECAMATAN ...coiiiiiiiiienen KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini ............... tanggal ................... bulan .................. tahun

.......... yang bertempat di .................. Desa ..................... Kecamatan
................ Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan

di bawah ini :

© o NGO hBDNERE

................................................... Jabatan Ketua BPD,
................................................... Jabatan Wakil Ketua BPD,
................................................... Jabatan Sekretaris BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,

Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan

Desa ...coooiiiiiiiiiin, Kecamatan ...................... Kabupaten Demak
tentang APBDes Tahun Anggaran 20..... dengan catatan sebagai berikut :
1. Jumlah Anggota BPD yang hadir ..... orang ( daftar hadir terlampir );

2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir ............. orang;

3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LKMD dan tokoh masyarakat
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Atas dasar daftar hadir tersebut angka | di atas, maka berdasarkan Pasal

......... Tata Tertib Rapat BPD..................... Kecamatan ........................
Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-
kurangnya Y2 ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa ....................
Kecamatan ....................

Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan
mengenai :



Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, perlu
disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
dengan perincian :

a. Pendapatan RP. e

b. Belanja "RP. e
- Belanja Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa : Rp. ....cccccvviiiiiinnnnn..
- Belanja Bidang Pembangunan TRP

- Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp............cocvvienenenen.
- Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp.........cccoevviiiiennnn..

- Belanja Bidang Tak Terduga TR
c. Pembiayaan "RP. e

- Penerimaan Pembiayaan TRP.

- Pengeluaran Pembiayaan TRP.
Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan
Desa ...ccocoevienennns Kecamatan .................... Kabupaten Demak tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dan

terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN DEMAK

0. NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. Ketua 1.

2. Wakil Ketua 2.
3. Sekretaris 3.

4. Anggota 4.
5. Anggota 5.

6. Anggota 6.
7. Anggota 7.

8. Anggota 8.
9. Anggota 9.




Lampiran Il : Keputusan BPD.............

Nomor S
Tanggal e

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa o
Kecamatan : ........ccccoevieiiiinanens

Kabupaten : Demak

Tanggal @

Tempat [ .

Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
NO. NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. Camat
..................... P24 0 I
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA .o




Lampiran IV : Keputusan BPD.............
Nomor s
Tanggal e

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa e

Kecamatan : ........ccccoevieiiiinanens

Kabupaten : Demak

Tanggal PP

Tempat e

Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

NO. NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. Ketua 1.
2. Wakil Ketua 2.
3. Sekretaris 3.
4. Anggota 4.
5. Anggota 5.
6. Anggota 6.
7. Anggota 7.
8. Anggota 8.
9. Anggota 9.

Keterangan :

1. Jumlah Anggota e orang

2. Hadir e orang

3. Tidak hadir e orang

4. Quorum D orang

BADAN PERMUSYAWARATAN




C.FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN..... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN ........coveeeee.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA...... (Nama Desa),

bahwa dengan adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat serta dalam rangka menunjang pembangunan di Desa,
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.... ;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;



6. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun
........ tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten ..................
Tahun ............ Nomor ..... )

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...........
dan

KEPALA DESA .......ccoeenene.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA ................ TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ......cccoeienenen.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

gl A WNPEF

~N O

. Daerah adalah Kabupaten .......

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten .......

. Bupati adalah Bupati ........

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten ...........

. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten ........:

.Desa adalah Desa .......cccovveviiiiini.... :

Dan seterusnya.........cocoeeeiiiienannn..

BAB I

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran .................... semula Rp.

diperkirakan bertambah / berkurang dengan
Rp. oo sehingga menjadi Rp. ..................



(2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
()Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran .................... semula Rp.
. diperkirakan bertambah / berkurang dengan Rp.
.......... sehlngga menjadi Rp. .................. dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp...................

Bertambah / berkurang Rp i
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

perubahan Rp.ooiiiiiiienenn.
b. Belanja Bidang Pembangunan Rp.coviiiiiieeen
Bertambah / berkurang Rp i
Belanja Bidang Pembangunan setelah Perubahan Rp.ooiiiiiiienenn.
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp oo
Bertambah / berkurang Rp i
Belanja Bidang Pemb. Kemasyarakatan
setelah perubahan Rp.ooiiiiiiienenn.
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.coviiiiieennn,
Bertambah / berkurang Rp.eoii i

Belanja Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

setelah perubahan

[y O P
e. Belanja Bidang Tak Terduga Rp.coviiiiiieeen
Bertambah / berkurang Rp i
Belanja Bidang Tak
Terduga setelah perubahan Rp.ooiiiiiiienenn.
Surplus/ defisit: Rp. oo

f. Pembiayaan :

1. Pembiayaan Penerimaan sebelum perubahan 2] o .
Bertambah / berkurang (2] o
Pembiayaan

Penerimaan setelah perubahan RP. cooiviiiiiainnnns




2. Pembiayaan Pengeluaran sebelum perubahan (2] o JR .
Bertambah /

berkurang (2] o
Pembiayaan

Pengeluaran setelah perubahan Rp. oovviiiennnn..

Pembiayaan netto : (2] 0 JRIR

(2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Jumlah APBDes Tahun Anggaran... setelah perubahan menjadi Rp. ......

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di ...............
pada tanggal ..................

KEPALADESA ..o,

Diundangkan di Desa .............c.cc.......
pada tanggal ...,
SEKRETARIS DESA........c........ ,

Lampiran Peraturan Desa

Nomor
Tahun
Tentang : Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa
FORMAT

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

BERTAMBAH/
KODE URAIAN ANGGARAN (Rp) (BERKURANG)

REKENIN Sebelum | Setelah Rp. | %




Perubahan

Perubahan

2

3

4

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Hasil Aset

A i

e L

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

=

=

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
yang sah

=

N

Pendapatan Transfer

=

N
=

Dana Desa

=

N
N

Bagian dari hasil pajak & retribusi
daerah kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

PR |R|-

NIN|IN|IN
RN
N

Bantuan Kabupaten

=

Pendapatan Lain lain

=

Wl W

Hibah dan Sumbangan dari pihak
ke-3 yang tidak mengikat

=

Hasil Kerjasama Pihak Ketiga

=

Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

=
=

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

=

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dan Telepon

- Honor

-dst..ei

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD




Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

-dst ..............

=

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa

N

N
=

Perbaikan Saluran Irigasi

N

N
=

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

-dst....ooi .

Belanja Modal

- Semen

- Material

-dst............

N

N
N

Pengaspalan jalan desa

N

N
N

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

—dst

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst .o

Kegiatan...........................

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman
dan Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

—dst

Kegiatan.........................

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

bW

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

-dst..

Kegiatan.............................

Bidang Tak Terduga




=

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

=

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
—dste

Kegiatan...........................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS 7/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WWwww

PR PP
WIN|P

Hasil Kekayaan Desa Yang
dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

=

Pembentukan Dana Cadangan

W wlw

N
N

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALADESA ...




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN ................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ...
Sekretariat : Jl. Raya...............

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........cccc....

KECAMATAN .....ccvvnenenen. KABUPATEN DEMAK
NOMOR : ....... /KEP/BPD/20...
TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA ..................
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................. ,

a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 20...., maka BPD Desa .............. Kecamatan
................ Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk
dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap
Rancangan Peraturan Desa ... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... ;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari



Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,;

6. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor ..............
Tahun ........ tentang ............. (Lembaran daerah
Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... );

7. Dst...

1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur
lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian

Rancangan Peraturan Desa .................. tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
.................. tahun Anggaran 20....., yang diteruskan

dengan penyampaian masukan, saran, usul dan
pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal

2.Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan
terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa .................. Tahun Anggaran 20......
pada tanggal................

MEMUTUSKAN:

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa ....................
Kecamatan ................ Kabupaten Demak tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Tahun
Anggaran 20.... menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita
Acara rapat BPD tanggal ................. 20... dengan perubahan
atau penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ......................
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...........
KETUA



Lampiran | : Keputusan BPD.............
Nomor s
Tanggal e

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA

................. KECAMATAN ...................  KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 20...... MENJADI PERATURAN
DESA.

i R
2
.
A
5. Dst

BADAN PERMUSYAWARATAN



Lampiran li : Keputusan BPD.............
Nomor s
Tanggal e

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....c.ccoieeinnns
KECAMATAN ...ciiiiiiiieiieene KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini ............... tanggal ................... bulan .................. tahun

.......... yang bertempat di .................. Desa ..................... Kecamatan
................ Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan

di bawah ini :

WCoNOORALNE

................................................... Jabatan Ketua BPD,
................................................... Jabatan Wakil Ketua BPD,
................................................... Jabatan Sekretaris BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,
................................................... Jabatan Anggota BPD,

Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan
Desa ...cooiiiiiiiiiin, Kecamatan ...................... Kabupaten Demak
tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 20..... dengan catatan
sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir .......... orang ( daftar hadir terlampir );
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir ............. orang;

3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LKMD dan tokoh masyarakat
sebagaimana daftar hadir terlampir.
Atas dasar daftar hadir tersebut angka | di atas, maka berdasarkan Pasal

......... Tata Tertib Rapat BPD..................... Kecamatan ........................
Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-
kurangnya Y2 ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa ....................
Kecamatan ....................

Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan
mengenai :

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :
Dengan adanya penambahan/ pengurangan pendapatan, pergeseran pos
anggaran, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 20..... dengan perincian :

a. Pendapatan
- Semula TRP
- Bertambah/ berkurang TRP

Jumlah setelah perubahan "RP. e




b. Belanja

- Semula TRP

- Bertambah/ berkurang TRP

Jumlah setelah perubahan "RP. e
c. Pembiayaan

- Semula TRP

- Bertambah/ berkurang TRP

Jumlah setelah perubahan "RP. e

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan

Desa ...ccocoevienennns Kecamatan .................... Kabupaten Demak tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
20..... dan terlampir yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

KECAMATAN ... KABUPATEN DEMAK
NO. NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. Ketua 1.
2. Wakil Ketua 2.
3. Sekretaris 3.
4. Anggota 4.
5. Anggota 5.
6. Anggota 6.
7. Anggota 7.
8. Anggota 8.
9. Anggota 9.




Lampiran Il : Keputusan BPD.............
Nomor s
Tanggal e

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa e
Kecamatan : ........ccccoevieiiiinanens
Kabupaten : Demak
Tanggal PP
Tempat s
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
NO. NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. Ketua 1.
2. Wakil Ketua 2.
3. Sekretaris 3.
4. Anggota 4.
5. Anggota 5.
6. Anggota 6.
7. Anggota 7.
8. Anggota 8.
9. Anggota 9.
Keterangan :
1. Jumlah Anggota e orang
2. Hadir e orang
3. Tidak hadir e orang
4. Quorum e orang

BADAN PERMUSYAWARATAN




Lampiran IV : Keputusan BPD.............

Nomor S
Tanggal e

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa s
Kecamatan : ........ccccoevieiiiinanens

Kabupaten : Demak

Tanggal PP

Tempat e

Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
NO. NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. Camat

..................... D4 O T
BADAN PERMUSYAWARATAN



D. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA..............cc.... KECAMATAN......coiiiiiiie,
TAHUN ANGGARAN. ... e

1. Bidang
2. Kegiatan:
Penerimaan (Rp.) Pengel_uaran(Rp.). Jumlah Saldo
No. | Tanggal Uraian Dari Swadaya Nomo_r Belanja | Belanj Pengembalian Kas
Bendahara Masyaraka = Bukti Barang a ke Bendahara (Rp.)
t dan Jasa | Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas

Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian:
Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10 Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

CONOIOR~WDNE




E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

1.
2.
3.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

Bidang ..
Kegiatan @ ........cocoeiiiiiineienan.
Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN JUMLAH SISA
ANGGARAN S.D. YG SEKARANG SAMPAI DANA
LALU SAAT INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH
................. ,tanggal ......................
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa

Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

Petunjuk pengisian:

1.
2.

©ONOO AW

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.




F. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA ... KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN ................

1. Bidang @ .o
2. Kegiatan @ .........cocveiiiiiieiin.
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............................ Jgdangoal ..o
Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja
desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja

kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

N

NoGOA®



G.FORMAT BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM

DESA ... KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN ...,
No KODE JUMLAH SALDO
Tgl. REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN | NO BUKTI PENGELUARAN
' (Rp.) (Rp.) KOMULATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH Rp. Rp.
................ ,tanggal .....................
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.




H.FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA ... KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN ........
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
................ ,tanggal .....................
MENGETAHUI

KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.




I. FORMAT BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
DESA ... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN .........

BULAN
BANK CABANG
REK. NO.
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN BUKTI BIAYA
No. TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN | BUNGA BANK | PENARIKAN | PAJAK ADMINISTRASI SALDO
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
............. ,tanggal .....................

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

BENDAHARA DESA,




J. FORMAT LAPORAN REALISASI
PERTAMA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA
SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER

REKENING

KODE

URAIAN

JUMLAH
ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAH
REALISASI

(Rp.)

LEBIH/
KURANG

(Rp.)

KET.

1

2

3

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Hasil Aset

e

o L L L

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

=

=
N

Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah

=

Pendapatan Transfer

=

Dana Desa

=

NIN|N
N[

Bagian dari hasil pajak &
retribusi daerah kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

RlR(R-

NINININ
e e R L)
=

Bantuan Kabupaten

=

Pendapatan Lain lain

=

wlw

Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak
mengikat

Hasil Kerjasama Pihak
Ketiga

Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

N

BELANJA

N

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

=
N

Operasional Perkantoran

=
N
N

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan




Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan

Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

-dst...i

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

=

Operasional BPD

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

N

=

Operasional RT/ RW

N

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

=

Perbaikan Saluran Irigasi

=

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

-dst....ooi .

Belanja Modal

- Semen

- Material

-dst............

N

N
N

Pengaspalan jalan desa

N

N
N

Belanja Barang dan Jasa:

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst .o

Kegiatan.....................

Bidang Pembinaan




Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

—dst

Kegiatan.........................

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

-dst.

Kegiatan........................

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
—dst

Kegiatan.....................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS 7/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WWwWwww

o L L L

Hasil Kekayaan Desa Yang
di pisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

w|w

Pembentukan Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH
KEPALADESA ...




K. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER AKHIR

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

SEMESTER AKHIR

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH
ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAH
REALISASI

(Rp.)

LEBIH/
KURANG

(Rp.)

KET.

1

2

3

PINDAHAN SALDO
(SEMESTER PERTAMA)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Hasil Aset

A
e

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

=
=
N

Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah

=
N

Pendapatan Transfer

Dana Desa

=
N
N

Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

i

N(N[N N

ADABMW
=

Bantuan Kabupaten

=

Pendapatan Lain lain

=
W W

Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yang tidak
mengikat

Hasil Kerjasama Pihak
Ketiga

Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS




- Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn
Telepon

- Honor

-dSt...i

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

-dst............

N

=

Operasional BPD

N

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

-dst ...........

Operasional RT/ RW

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

- dst

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

=

Perbaikan Saluran Irigasi

=

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

-dst....ooii .

Belanja Modal

- Semen

- Material

-dst............

Pengaspalan jalan desa

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

—dst

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst .o

Kegiatan.....................

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan




Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

—dst

Kegiatan......................

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

-dst.

Kegiatan....................

N

Bidang Tak Terduga

N

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
—dst

Kegiatan.....................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS 7/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WWwww

I

Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

w|w

Pembentukan Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH

KEPALADESA ...




L. FORMAT

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN........ (Nama Kecamatan)

KABUPATEN DEMAK........ (Nama Kabupaten/Kota)
RANCANGAN PERATURAN DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS|I PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ............cee.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA...... (Nama Desa),

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Bupati
Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran........ ;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintanh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana tealh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun
........ tentang ....................... (Lembaran daerah Kabupaten
.................. Tahun ............ Nomor .....);

7. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.........

dan

KEPALA DESA......cccovennts

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN .........
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

A WNPEF

al

. Daerah adalah Kabupaten .......

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten .......

. Bupati adalah Bupati ........

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten ...........

. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten ........:

6. Desa adalah Desa ............ccccveeninnene. ;
7. Dan seterusnnya.........ccccceeveieeenenn.
BAB Il
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa 2] o
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa RP -
b. Bidang Pembangunan RP -
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP -
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RP i
e. Bidang Tak Terduga R o T
Jumlah Belanja RD. i
Surplus/Defisit | o J
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan o
b. Pengeluaran Pembiayaan R o T

Selisih Pembiayaan (a-Db) RP- i



Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran | : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesaTahun Anggaran ......... ;
2. Lampiran 1l : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran 1l : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke
desa.
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di ................
pada tanggal .................
KEPALA DESA .......cceeenne.

Diundangkan di ........................
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA................. ,



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Lampiran | Peraturan Desa

Nomor
Tentang :

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

KODE URAIAN ANGGARAN | REALISASI LEBIH/ KET.
REKENING (Rp.) (Rp.) KURANG
(Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
11 Pendapatan Asli Desa
11111 Hasil Usaha
1112 Hasil Aset
1{1 1|3 Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong
1|1 |4 Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah
1|2 Pendapatan Transfer
1121 Dana Desa
112 |2 Bagian dari hasil pajak &
retribusi daerah kabupaten
112 3 Alokasi Dana Desa
112 |4 Bantuan Keuangan
1|2 | 4|1 | Bantuan Provinsi
1|2 | 4|2 | Bantuan Kabupaten
1|3 Pendapatan Lain lain
13 ]|1 Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak
mengikat
13 ]2 Hasil Kerjasama Pihak Ketiga
13 |3 Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2|11 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2|11 |1 Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
2|1 |11 | Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan
Perangkat
- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat
- Tunjangan BPD
2|11 |2 Operasional Perkantoran
2|1 | 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS
- Pakaian Dinas dfan




Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan

Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

-dst...i

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

=

Operasional BPD

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

N

=

Operasional RT/ RW

N

=

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

=

Perbaikan Saluran Irigasi

=

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

-dst....cooi .

Belanja Modal

- Semen

- Material

-dst............

N

N

N

Pengaspalan jalan desa

N

N

N

Belanja Barang dan Jasa :

- Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

-dst .o

N

Kegiatan.....................

N

WIN

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan




Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

—dsto

Kegiatan.........................

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

-dst.

N

Kegiatan..................

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
—dst

Kegiatan..................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS 7/ DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

WWwww

RlR(R-

Hasil Kekayaan Desa Yang
di pisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

w|w

Pembentukan Dana
Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN
PEMBIAYAAN-PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )

- SILPA tahun berjalan (SELISIH
ANTARA PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL

SURPLUS/DEFISIT)

TANGGAL ...........

(KEPALA DESA




Lampiran Il Peraturan Desa

Nomor
Tentang

Laporan Kekayaan Milik
Sampai Dengan 31 Desember 20...

Desa

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN

TAHUN N
(Tahun Periode
Pelaporan)

TAHUN N-1
(Tahun
Sebelumnya)

I. ASET DESA
A. ASET LANCAR

1. Kas Desa
a.Uang kas di Bendahara Desa
b.Rekening Kas Desa

2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Materai

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
-Penyertaan  Modal
Desa
2. Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya

Pemerintah

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - 11)

TANGGAL ..o

TTD
(KEPALA DESA .............. )




Penjelasan tabel:

1

7.

8.

. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

.Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di

Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola

kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa

yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset

tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemerintah.

Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak
dibuka peluang untuk pinjaman.



PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Lampiran Il Peraturan Desa

Nomor

Tentang

Program Sektoral

dan ProgrambDaerah
yang masuk Ke Desa

Tanggal ...
Desa
Kecamatan ... ...l
Kabupaten ...
No Jenis Lokasi Rincian Volume | satuan Sumber Jumlah
) Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan
1) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan
(2) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan
3 Rp.
Sub Total (4) Rp.
Total (1 s/d 4) Rp.
tanggal, .......coeeoeenll.

Kepala Desa

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID




